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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat Il Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2023 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang
dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka
mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
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Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD tahun
2025-2045, adalah dokumen perencanaan jangka panjang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 2025-
2045.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya  disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan tahunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 1(satu)
tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 2

Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

"o a0 TP

BAB 1 : Pendahuluan;

BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB IIl : Permasalahan Dan Isu Strategis;

BAB IV : Visi dan Misi Daerah;

BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
BAB VI : Penutup.

BAB III

SASARAN, ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

Pasal 3
Pembangunan Daerah dalam RPJPD Tahun 2025-2045
diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi sesuai
sasaran, arah, tahapan dan prioritas.
RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4
RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program
Bupati.
Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan rincian sasaran, arah, tahapan, dan
prioritas RPJPD Tahun 2025-2045.

Pasal 5
RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijabarkan
dalam RKPD.
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RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan
dan belanja Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan
dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana
Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada
tahun terakhir masa jabatannya melakukan penyusunan
RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati
berikutnya.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 September 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5-79/2024).



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-
2045 diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang
mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat
Kabupaten Hulu Sungai Selatan. RPJPD merupakan perencanaan yang
mengakomodir berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terdiri
dari masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik, dan perguruan tinggi,
sehingga perumusan visi dan misi juga merupakan produk kolektif
stakeholders.

Rencana pembangunan jangka panjang mengarah pada kegiatan olah
pikir yang  Dbersifat visioner, sehingga penyusunannya lebih
menitikberatkan pada partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah
pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis,
individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan
tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai subyek maupun
tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karena itu, rencana
pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi,
misi dan arah, serta sasaran dan tahapan pembangunan yang akan
dicapai juga bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar,
sehingga memberi fleksibilitas yang cukup bagi penyusunan rencana
jangka menengah dan tahunannya.

Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional, yaitu
Tahun 2025-2045 dan periodisasi RPJMD juga mengikuti periodisasi
RPJM Nasional. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 terbagi dalam 4
(empat) tahapan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yaitu Lima
Tahun Pertama (2025- 2029), Lima Tahun Kedua (2030-2034), Lima
Tahun Ketiga (2035- 2039), dan Lima Tahun Keempat (2040-2045).
RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD.
Pentahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dijadikan
pedoman dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi,
dan program Bupati. RPUMD memuat strategi pembangunan, kebijakan
umum, program kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka
ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang
berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,
yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
RPJMD sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RKPD) yang merupakan
rencana pembangunan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan,
rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta
program dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat
indikatif.

Dalam rangka menjaga kesinambungan  pembangunan dan
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan, Bupati yang sedang
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memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun

RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

pada tahun pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya. Namun

demikian, Bupati berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas
untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama
pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang RPJPD Tahun 2025- 2045 adalah

untuk:

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian
tujuan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun
antara Pusat dan Daerah;

c. menjamin keterkaitan dan Lkonsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan-mengoptimalkan partisipasi
masyarakat;

e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan; dan

g. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 bab dan

7 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD,

pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD serta Lampiran

yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 yang berisi Visi, Misi, Sasaran,

dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan Tahun 2025-2045.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3
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